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Penelitian hukum ini bertujuan  untuk menganalisis apakah tindakan Korea 
Selatan yang memenjarakan para penolak dinas militer atas dasar hati nurani 
melanggar ketentuan internasional mengenai perlindungan HAM dalam ICCPR, 
serta menganalisis peran Komite HAM PBB sebagai badan ahli yang mengawasi 
pelaksanaan ICCPR dalam mempengaruhi  Korea Selatan untuk menyesuaikan 
tindakannya dengan ketentuan perlindungan HAM dalam ICCPR yang telah 
diratifikasi oleh Korea Selatan pada tahun 1990.  
Jenis penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat 
preskriptif dan terapan dengan menggunakan pendekatan undang-undang, 
pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber penelitian ini diambil dari 
bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan teknik pengumpulan 
bahan hukum studi kepustakaan atau studi dokumen. Semua bahan hukum 
tersebut kemudian dianalisis dengan metode silogisme menggunakan pola berpikir 
deduktif. 
Hasil penelitian hukum ini memberikan beberapa petunjuk bahwa Korea 
Selatan melanggar prinsip dalam Pasal 18 ICCPR berupa perlindungan hak 
kebebasam berpikir, berhati nurani, dan beragama sebagai pasal yang melindungi 
para penolak dinas militer atas dasar hati nurani. Situasi ini perlu adanya peran 
Komite HAM PBB dalam mempengaruhi tindakan Korea Selatan untuk 
memberikan perlindungan HAM bagi mereka yang memiliki keberatan hati nurani 
terhadap dinas militer. Melalui Keputusannya, Komite perlu memberikan 
rekomendasi kepada Korea Selatan agar mengambil langkah-langkah yang 
diperlukan untuk mengakui hak menolak dinas militer atas dasar hati nurani 
dengan memberikan dinas alternatif bagi mereka. 
 















Myra Karlini Bujung, E0013296. 2017. HUMAN RIGHTS OBSERVATION 
ON IMPRISONMENT OF SOUTH KOREAN’S MILITARY SERVICE  
CONSCIENTIOUS OBJECTORS (A Perspective Study on the Role of United 
Nations Human Rights Committee). Legal Writing. Law Faculty of Sebelas 
Maret University.  
This legal research aims to analyze whether South Korean actions in 
imprisoning  conscientious objection to military service violate the  international 
provisions on human rights protection in the ICCPR, and to analyze the role of 
the UN Human Rights Committee as an expert body which supervises the 
implementation of the ICCPR in influencing South Korea to adjust its actions with 
the provisions of human rights protection in the ICCPR that have been ratified by 
South Korea in 1990.  
The type of this research is a normative legal research that is prescriptive 
and applied by using the statue approach, cases approach, and conceptual 
approach. The source of this research is taken from primary and secondary law 
material by using the technique of collecting legal material of literature study or 
document study. All the legal material is then analyzed by syllogism method using 
deduction mindset.  
The results of this legal study provide some indication that South Korea 
violated the principle in Article 18 of the ICCPR in the form of protection of the 
right to freedom of thought , conscience and religion as the principle protecting 
conscientious objection to military service. This situation requires the role of the 
UN Human Rights Committee in influencing South Korea's actions to provide 
human rights protection for those conscientious objectors to military service. 
Through its decisions, the Committee needs to make recommendations to South 
Korea to take the necessary steps to recognize the right to refuse military service 
on the basis of conscience by providing alternative service to them.  
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―Teruslah minta, dan itu akan diberikan kepadamu; teruslah cari, dan kamu akan 
menemukan; teruslah ketuk, dan itu akan dibukakan bagimu.‖ 
-Lukas 11:9- 
 
―Karena itu, segala sesuatu yang kamu ingin orang lakukan kepadamu, demikian 
juga harus kamu lakukan kepada mereka..‖ 
-Matius 7:12- 
 
World may give us pain, sadness, and misery, but there is always hope, which 
save us like a hero, even in the bleakest moment.‖ 
-Penulis- 
 
 If you feel discouraged, encourage others, it will empowering you  
-Penulis- 
 
―Kalau rencanamu untuk satu tahun, taburlah benih. Kalau rencanamu untuk 




―Don’t troubles trouble, until trouble troubles you.‖ 
-NN- 
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